
SALINAN

BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIRA

NOMOR    118    TAHUN   2025

TENTANG

PEMBENTURAN TIM SERTIFIRASI SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIRA,

Menimbang  :   a.     bahwa  dalam  rangka  sertifikasi  pengamanan  Barang  Milik
Daerah  dan  pengukuran  kembali  tanah  milik  Pemerintah
Kabupaten    Mimika,    dipandang    perlu    membentuk    tim
Sertifikasi Sertifikat Tanah;

b.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat     :    1.     Undang-Undang  Nomor  5  Tahun   1960  tentang  Peraturan
Dasar   Pokok-Pokok   Agraria   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   1960  Nomor   104,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

2.    Undang    -    Undang    Nomor    45    Tahun     1999    tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat,   Kabupaten  Paniai,   Kabupaten  Mimika,   Kabupaten
Puncak Jaya  dan  Kota  Sorong  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1999  Nomor   173,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) ;

3.    Undang -Undang Nomor 21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (I.embaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001   Nomor   135,   Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151),  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2021   tentang   Perubahan   Kedua   Atas
Undang -Undang Nomor 21  Tahun 2001  tentang   Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (Ilembaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2021   Nomor   155,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
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4.   Undang-Undarig      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,      Tambahan      Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  diubah
dengan  Undang  -Undang  Nomor  6  Tahun  2023     tentang
Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti   Undang   -
Undang   Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kelja menjadi
Undang - Undang (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2023    Nomor   41,    Tambahan    I.embaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.   Undang -  Undang Nomor  1  Tahun 2022  tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(I.embaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2022
Nomor  4,  Tambahan  Ifembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  6757);

6.   Undang-Undarig      Nomor      15      Tahun      2022      tentang
Pembentukan   Provinsi   Papua   Tengah   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2022   Nomor   158,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Derah  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   92,   Tambahan
I+embaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     5533),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang   Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor   142,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembarari
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuarigan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang    Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I,embaran  Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10).
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MEMUTUSRAN :

Menetapkan  :

KESATU         :   Membentuk  Tim  Sertifikasi  Sertifikat  Tanah  Milik  Pemerintah
Kabupaten  Mimika,  dengan  susunan  keanggotaan  sebagaimana
tercantum   dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA          :   Tugas    tim    sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum    KESATU
Keputusan ini sebagai berikut:
1.   Melakukan   inventarisasi   dan   identifikasi   terhadap   lokasi

tanah;
2.   Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;

dan
3.   Melaporkan   hasil   kelja   kepada   Bupati   Mimika   melalui

Kepala   Badan   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset   Daerah
Kabupaten Mimika.

KETIGA         :   Biaya yang  diperlukan  sebagai  akibat  ditetapkannya  Keputusan
ini dibebankan  pada Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT     :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,10  Maret  2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

ri`;`.~t#?!837o[1o[[
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda frovinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Thmika;
5.   Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Thnika;
7.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Thmika;
8.   Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Mimika di Timika;
9.   Kepala Dinas Peapustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yarig bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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NO JABATAN DALAM INSTANSI KEDUDURAN DALAM TIM

1 Bupati Mimika Pengarah

2 Sekrataris Daerah Kab. Mimika Penasehat

3 Asisten Bidang Perekonomian dan Penanggung JawabPembanqunan
4 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan KetuaPermukiman dan Pertanahan
5 Kepala BPN Wakil Ketua

6
Sekretaris Dinas Perumahan,

SekretarisKawasan Permukiman dan
Pertanahan

7 Kabid. Pertanahan DPKPP An88Ota

8 Kabid. Aset BPKAD An88Ota

9 Kasie. Pemakaian Tanah DPKPP An88Ota

10 Kasie. Konflik DPKPP An88Ota

11 Kasie. Perencanaan DPKPP An88Ota

12 Kasie. Survei dan Penataan An8gota

13
Kasie. Penetapan Hak dan An88OtaPendaftaran

14
Kasie. Pengadaan Tanah dan An88OtaPengembangan BPN

15 Star Bidang Pertanahan (6 0rang) An88Ota
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